
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
PerpanjanganPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II Tanah
Laut, DaerahTingkat II Tapin dan DaerahTingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nornor 51,
Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNornor2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (LembaranNegara

a. bahwa denganadanya perubahan kebijakan Nasionalmaupun
Daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnyayang harus digunakan pada
tahun berjalan, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan
Bupati TabalongNomor 14 Tahun 2024 tentang RencanaKerja
PernerintahDaerah KabupatenTabalongTahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
TabalongTahun 2025;
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Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
beberapa kali diu bah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kaIi diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6779);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

10. Peraturan Pemenntab Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menangah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana



telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1213);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahuri 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
ten tang Klasifikasi, Kodeftkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;

] 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tabun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tarnbahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 03], sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2018 Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 20]6 Nomor
OS,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor03);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
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2. Ketentuan Pasal3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal3

(1) Perubaban RKPDTahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMDTahun
2025-2029 Tahun Pertama.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan sebagai pedoman bagi:
a. SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun

2025;
b. Penyusunan rancangan Perubaban Kebijakan Umum APBD Tahun

2025;
c. Penyusunan Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara APBDTahun 2025; dan
d. Penyusunan Rencana Perubahan APBDTahun 2025.

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal2

[l ) Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan
penyesuaian atas Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan
kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari 2025 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang dibiayai melalui APBD
Kabupaten TabaIong Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan
tentang perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2025.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

Pasal I

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURAN
BUPATITABALONGNOMOR14 TAHUN2024 TENTANGRENCANA
KERJA PEMERINTAHDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN
2025.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab
Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalorig 4);

23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerab Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69L

24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintab Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 14);



" -NOR ZAHRIATI,S.H.
NIP. 19730704 1999032004

HAMIDAMUNAWARAH

BERITADAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2025 NOMOR18

ttd.

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal2 JUDi 2025
SEKRETARlSDAERAHKABUPATENTABALONG,

MUHAMMADNOORRlFANI

ttd.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Juni 2025
BUPATITABALONG,

4. Ketentuan mengenai isi dan uraian RKPD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerab Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14) diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal4

(1) Perubahan RKPDsebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tertuang
dalam Naskah Perubahan RKPDKabupaten Tabalong Tahun 2025.

(2) Perubahan RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. pendahulu an;
b. gambaran umum kondisi Daerah;
c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan daerab; dan
f. penutup.

(3) lsi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupatiini.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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